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PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.JT
22 N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
DEWI KHARNUM JAYENGSARI BINTI ROHADI, tempat dan tanggal
lahir Ciamis 03 Februari 1992, umur 32 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXxxx, tempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Rizki Hakim Hasibuan, S.Sy.,
adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor
hukum Lembaga Bantuan Hukum Ruang Solusi Hukum
yang beralamat di Jalan Raya PKP No. 10A RT. 009,
RW. 012, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Xxxx
XXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXX, Provinsi xxx XXXXXXX,
13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei
2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
854/K/5/2024/PAJT tertanggal 17 Mei 2024, sebagai
Penggugat;
Lawan
PANCA FEBRIAND BIN ERWIN SURIANTO, tempat dan tanggal lahir
Depok 18 Februari 1981, umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat
tinggal di KOTA DEPOK, JAWA BARAT, sebagai
Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur
dengan register perkara Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang telah
melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Desember 2012 yang
dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Selatan sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: 1418/73/X11/2012 tertanggal 16 Desember 2012;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak Kedua Belah Pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, terakhir
tinggal bersama di di xxxx XXxxx XxxxxxxX, RT.02, RW.08 Kampung Tipar,
Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXX XXXXX, Provinsi Xxxx
XXXXX;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul ),
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama: Reisya Putri Febriand, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23
Maret 2013, Umur 11 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, ketentraman

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara
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Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain :
5. 1. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang
diketahui Penggugat dengan bukti alat kontrasepsi yang ditemukan di
tas milik Tergugat;
5.2. Bahwa Tergugat sudah melakukan pernikahan dengan
Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah dikaruniai satu orang anak;
5. 3. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam
memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada Penggugat dan anak;
5. 4. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat yang
sudah tidak ada menunjukkan sikap baiknya kepada Penggugat,
Penggugat merasa tersakiti, merasa tidak dihargai dan dihormati
sebagai seorang istri, kecewa dan tertekan secara bathin;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-
menerus sampai Tahun 2014, Tergugat dan Penggugat bertengkar ka.
Semenjak kejadian Tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
rumah kediaman Bersama sampai sekarang serta Penggugat dan Tergugat
sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat terhadap Penggugat yang telah
diuraikan diatas, lebih kurang selama 10 tahun lebih seperti itu terus,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan kondisi dan keadaan yang
dilakukan Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan
Rumah Tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memberikan nasehat, saran dan
kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki semuanya, dan
Penggugat berusaha selalu bersikap sabar, akan tetapi Tergugat tidak mau
berubah lebih baik dan selalu mengulangi perbuatannya;
9. Bahwa kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat selalu
memberikan support dan masukan-masukan serta pikiran positif dengan
menyebut ini semua sebagai ujian dalam berumah tangga, dan Kedua
Pihak Keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan musyawarah
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menuju mufakat agar ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dapat diperbaiki dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga,
namun tidak membuahkan hasil yang baik;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat
untuk mengajukan Gugatan Cerai (Cerai Gugat) terhadap Tergugat atas

dasar pertengkaran yang terjadi

12. terus memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 Jo.
13. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan

hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan dan diterima;
14. Bahwa Penggugat meminta agar menetapkan Biaya Perkara ini
ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Ketentuan Hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukum,
sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat
tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi
diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

. Bukti Surat

1. Fotokopi dari KTP dengan atas nama Dewi Kharnum telah

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1418/73/XI1/2012 Tanggal 16

Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bogor Selatan Kota

Bogor Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Il. Bukti Saksi
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1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXXXXXX XXXXX
XXXXXX, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar,
sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak
ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxxx, RT.02, RW.08 Kampung Tipar,
Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXX XXXXX selama 2
tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama Reisya Putri Febriand, Perempuan,
Lahir di Jakarta, 23 Maret 2013, Umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2012 telah hidup bersama
sebagai suami-istri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: Tergugat memiliki Wanita
Idaman Lain (WIL) dan sudah melakukan pernikahan yang telah
dikaruniai 1 orang anak selain itu juga Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam memberikan nafkah Ilahir (keuangan)
kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar
sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,
tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini
mereka telah berpisah 10 tahun lamanya dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
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- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXXXXXX XXXXX
XXXxXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
teman, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi
kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir
tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxxxx, RT.02, RW.08 Kampung Tipatr,
Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan XxXXXXXXXX, XXXX XXXxX selama 2
tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama Reisya Putri Febriand, Perempuan,
Lahir di Jakarta, 23 Maret 2013, Umur 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun-rukun, namun sejak tahun 2012 telah hidup bersama sebagai
suami-istri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: Tergugat memiliki Wanita
Idaman Lain (WIL) dan sudah melakukan pernikahan yang telah
dikaruniai 1 orang anak selain itu juga Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan)
kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar
sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,
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tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini
mereka telah berpisah 10 tahun lamanya dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak
berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur,
ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai
dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan
subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo
sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
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Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang
menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat
dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal
14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR., maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;
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Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sudah
melakukan pernikahan yang telah dikaruniai 1 orang anak selain itu juga
Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan)
kepada Penggugat dan anak

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih
lanjut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini
adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
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alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran.

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak

ada harapan untuk rukun kembali.

3. Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode
(P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI 1 dan
SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut
merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan
aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah
di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan
Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan
besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus
dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat
diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut
memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang bahwa P.1 (foto kopi KTP) merupakan akta otentik,
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas Dewi Kharnum sebagai warga Jakarta Timur, Provinsi
Jakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 164 HIR.;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
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dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan
ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)
HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari
kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR.,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenubhi
syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Reisya Putri
Febriand, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Maret 2013, Umur 11 tahun;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun
karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan
berselisih;

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sudah melakukan
pernikahan yang telah dikaruniai 1 orang anak selain itu juga Tergugat tidak
bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir (keuangan) kepada
Penggugat dan anak;
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4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah 10 tahun lamanya dan
selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati
Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii dari Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-
kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan
fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari
keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam
sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana
mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling
percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama,
menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi
saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi
suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan
dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
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mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai
dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat
telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga
Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1
tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur’an, surah Arrum ayat (21) sebagai

berikut:
,.s_..m,l A5 513 o bl Hos
8355 A Ja55 Ladl] 1sissusl l,l,,l
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Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta
bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
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dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan
kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus
dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
fighiyah yang berbunyi :

alownll wal> s p 20 suwlaall s o

Artinya:
Menolak kemafsadatan lebih  didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut :

oAl Lg=g,l azg ll ane, pac 2wl vlg

Artinya:
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Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum
Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua)
patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba’in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh
Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang
dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba’in
shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan
suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup
beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau
tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut
ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155
Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib
menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,
hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan
azas lex spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp.248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 04 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh Dr. Muhammad Thamrin A.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H. dan Dra. Mulathifah, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noni Salmy, S.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Sohel, S.H.. Dra. Mulathifah, M.H.
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Panitera Pengganti,

Noni Salmy, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran :Rp  30.000,00
Proses :Rp 150.000,00
Panggilan :Rp  28.000,00
PNBP :Rp  20.000,00
Redaksi :Rp  10.000,00

Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 248.000,00

2L S e

Terbilang: (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
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